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PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, 
DAN PIHAK LAIN 

Abstrak : - bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, 
perlu ditetapkan pengaturan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 
Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang 
Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap 
pengaturan mengenai Perjalanan Dinas, sehingga perlu diganti. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU 
No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 
No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; 
PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; 
PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 
PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB 
Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP 
Tabalong No. 47 Tahun 2025. 

  - Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai ASN, serta Pihak Lain. Peraturan Bupati ini bertujuan agar 
pelaksanaan pemberian biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, serta Pihak Lain dapat dilaksanakan secara 
selektif, efektif dan akuntabel. 

 Catatan  : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025 
dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025. 

  - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 
a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; 
b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; 
c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; 
dan 

d. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Lampiran : 13 hlm. 

 


